Jurnal Penelitian Hukum

LEOALTTAS

ISSN: 1411-8564

Vol 9 No. 2

ANALISIS YURIDIS FUNGSI DAN PERAN JAMSOSTEK
DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA K ER JA

Achmad Fitrian*

*Universitas Jayabaya

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords :
Jamsostek
Perlindungan Hukum

*Corresponding author
E-mail addresses:
Achmad_fitrian@yahoo.co.id

Jurnal Penelitian Hukum Legalitas

Volume 9 Nomor 2

November 2015-April 2016

ISSN. 1411-8564

hh. 105-116

©2015. This is an open access article under
CCBY NC-SA license

Social Security Labor was held in response to the principle of
protection of labor rights include tlie right to earn a decent
living, the right to receive annuity, the right to guaranleed
employment injury, and others. The rights of labor above are
a matter that requires a guaran tee. This study is a normative
legal research by using a normative juridical approach. Thus,
the object of research is the rule of law embodied in the rules
of law created and established by the government, in the
amount of statutory legislation and policies directly related to
social security. The results of lhis study were the function and
role of the Program Jamsostek to labor protection is not yet
maximal conducted by the company of Jamsostek (Persero),
.this is due to the synergy between labor inspectors and the
association of employers and law enforcement officials have
not make sense as a whole that fhe program Jamsostek is a
state program that shall be carried out jointly

Pada dasarnya Jaminan Sosial Tenaga Kerja diadakan sebagai
jawaban terhadap perlindungan asas hak-hak tenaga kerja
meliputi hak-hak untuk mendapat penghidupan yang layak,
hak untuk mendapat tunjangan hari tua, hak untuk mendapat
jaminan kecelakaan kerja, dan lain-lain. hak-hak tenaga kerja
di atas merupakan suatu hal yang memerlukan adanya
jaminan. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode
yuridis Normatif yaitu metode pengumpulan data melalui
penelitian kepustakaan, dengan menggunakan dnta sekunder
yang umumnya adalah dokumen. Penelitian ini merupakan
penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan
yuridis normatif. Dengan demikian, objek penelitian adalah
aturan hukum yang diwujudkan dalam aturan hukum yang
dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah, dalam jumlah
perundang-undangan dan kebijakan perundang-undangatn
yang berkaitan langsung dengan jaminan sosial. Hasil dari
penelitian ini adalah fungsi dan peran Program Jamsostek
terhadap perlindungan tenaga kerja belum maksimal
dilakukan oleh perusahaan Jamsostek (Persero), hal ini
disebabkan adanya sinergi antara pengawas ketenagakerjaan
dan asosiasi pengusaha dan hukum aparat penegak hukum
belum masuk Secara keseluruhan bahwa program jamsostek
adalah program negara yang harus dilakukan secara bersama-
sama.




PENDAHULUAN

Pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang
No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga
Kerjaatau disebut denganJamsostek untuk membe-
rikan perlindungan kcpada tenaga kerja dan keluar-
ganya dan juga memiliki tujuan untuk mcngakomo-
dasi kepentingan pengusaha dan kebutuhan tenaga
kerja. Jamsostek diciptakan dengan landasan
untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlin-
dungan tenaga Kkerja. Hal ini sebagaimana
dituangkan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun
1992 tentang Jamsostek. Pada hakikatnya program
Jamsostek ini memberikan kcpastian berlangsung-
nya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai
pengganti atau penghasilan yang hilang (Diandra &
Putrawan, 2013).

Program Jamsostek sebagaimana didasarkan pada
Undang-Undang No.3 Tahun 1992, pada prinsipnya
merupakan sistem asuransi sosial bagi pekerja (yang
mempunyai hubungan industrial) beserta keluarga-
nya. Jamsostek dapat dikatakan suatu perlindungan
bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa
uang sebagai pengganti sebagian dari pcnghasilan
yang hilang atau keadaan yang dialami oleh tenaga
kerja sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal
dunia. Program Jamsostek ini tediri dari: Program
Jaminan kecelakaan Kerja (JKM); Program Jaminan
Hari Tua (JHT); Program Jaminan Kematian
(JKM); Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
(JPK).

Pada dasarnya Program Jamsostek merupakan sis-
tern asuransi sosial, Karena penyelenggaraan dida-
sarkan pada sistem pendanaan penuh (fully funded
system), yang dalam hal ini menjadi beban pemberi
kerja dan pekerja. Sistem tersebut sccara teori me-
rupakan mekanisme asuransi. Penyelenggaraan sis-
tem asuransi sosial biasanya didasarkan pada fully
funded system, tetapi bukan harga mati. DaJam hal ini
pcmerintah tetap diwajibkan untuk berkontribusi
terhadap penyelenggaraan sistem asuransi sosial,
atau paling tidak pemerintah terikat untuk menurup
kerugian bagi badan penyclenggara apabila mcng-
alami dcfisit. Di sisi lain, apabila penyelenggara
Program Jamsostek dikondisikan harus dan mem-
peroleh keuntungan, pemerintah akan memperoleh
dividen karena bentuk badan hukum Persero.

Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang
Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan diatur lagi dalam
PP No. 36 tahun 1995 tentang Penctapan Badan Pe-
nyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
yang menyatakan bahwa, penyelenggara perlin-
dungan tenaga kerja swasta adalah PT. Jamsostek.
Setiap perusahaan perlindungan swasta yang mem-
pekerjakan sekurang-kurangnya 10 orang atau dapat

membayarkan upah sekurang-kurangnya Rp. | juta
rupiah per bulan, diwajibkan untuk mengikuti
sistem jaminan sosial tenaga kerja ini. Namun
dcmikian, belum semua perusahaan dan tenaga
kerja yang diwajibkan telah menjadi peserta
Jamsostek.

PT. Jamsostek (Persero) yang ditunjuk sebagai satu
-satunya badan penyelenggara sesuai dengan Pera-
turan Pemerintah No. 36 Tahun 1995 tentang Pene-
tapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial
Tenaga Kerja, becrtekad untuk selalu menjadi badan
penyelenggara yang siap, handal, dan terpercaya di
Indonesia. J3er kaitan dengan fungsi pemasaran ini,
PT. Jamsostek (Persero) melakukan strategi pe-
masaran yang bcrorientasi pada pelanggan. Hal ini
dilakukan dengan sosialisasi ke berbagai elemen
masyaraka L Sasaran ke setiap elemen masyarakat
mempunyai dasar pemikiran bahwa membahagiakan
atau memuaskan pelanggan alau peserta sangat me-
ncntukan keberhasilan.

Secara khusus di Kota Administrasi DKI Jakarta, pe-
laksanaan Program Jamsostek belum menunjukkan
hasil yang menggembirakan. Berdasarkan data yang
diperoleh, jumlah Perusahaan yang lidak mengikuti
Program Jamsostek mencapai 91.312 pcrusahaan.
Padahal Undang-undang No. 3 Tahun 1992 bersifat
wajib bagi seluruh usaha berbadan hukum.

Jamsostek tidak terlepas dari perlindungan sosial,
untuk mengkaji jarninan sosial tenaga kerja terle-
bih dahulu dilihat perlindungan sosial pada Negara
welfare state, yaitu; perlindungan sosial diperlukan
untuk kesejah teraan; perlindungan sosial membu-
tuhkan tindakan kolektif; perlindungan sosial di-
dasarkan pada solidaritas; dan perlindungan sosial
harus sekomprehensif mungkin {Spicker,. 2000).

Dalam hal perlindungan sosial dipcrlukan untuk
kesejahteraan, secara umum mencangkup dua prin-
sip, yaitu: tindakan kolektif untuk menutup berba-
gai kemungkinan yang terjadi pada tenaga kerja; dan
penyedia layanan untuk menangani kebutuhan para
pekerja. Keberadaan l.ayanan untuk pekerja ter-
sebut merupakan salah satu layanan sosial Perlin-
dungan sosial diperlukan untuk kesejahteraan, baik
karena memenuhi kebutuhan hidup, dan tanpa hal
tersebut para pekerja akan menjadi tidak nyaman
apabila terjadi suatu hal yang dapat menyebabkan
pekerja tidak dapat bekerja.

Mengenai perlindungan sosial yang membutuhkan
tindakan kolektif, hal ini karena perlindungan sosial
memiliki karakteristik solidaritas yaitu pengakuan
tanggung jawab bersama dan mengumpulkan risi-
ko, dimana tanggung jawab atas risiko seseorang
di terima oleh orang lain dalam hal ini pihak keti -
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ga. Bahkan jika, pada prinsipnya, langkah-langkah
untuk perlindnngan sosial dapat dilakukan oleh pe-
kerja sendiri, namun dalam prakteknya sering tidak
mungkin bagi pekerja untuk melakukannya. Hal ini
dikarenakan kondisi dimana pekerja membutuhkan
perlindungan termasuk kemiskinan, ketidakmam-
puan fisik mental dan penurunan kemelaratan. Per-
perlindungan sosial yang efektif menuntut kontri-
busi pihak lain dalam masyarakat.

Perlindungan sosial didasarkan pada solidaritas,
maksudnya adalah kewajiban kepada orang lain.
Ketika seorang anggota masyarakat atau pekerja
yang mengalami kesulitan untuk mendukung biaya
hldupnya dianggap diperlukan atau bergerak ke arah
ketergantungan seperti kanak-kanak atau usia tua,
kewajiban untuk orang itu akan ada. Pada awal
manifestasinya perlindungan sosial dianggap seba-
gai bentuk amal. Amal adalah bentuk solidaritas
sosial yang khas, salah satu motivasinya adalah
agaima sebagai kewajiban utamanya adalah untuk
Tuhan. Meskipun motif amal telah selamat, organi-
sasi perlindungan sosial telah bergeser menuju
landasan prinsip-prinsip saling membantu. Prinsip
pokok perlindungan sosial adalah penyatuan resiko.
Dalam asuransi saling membantu, orang membayar
premi untuk melindungi diri mereka terhadap kea-
daan yang tidak menentu. Inilah tempat perlindung-
an sosial yang lebih berlangsung atas dasar kewajib-
an timbal balik. Bentuk perlindungan sosial sering
dilengkapi dengan peraturan komersil, yang telah
digandakan pola saling membantu formal.

Perlindungan sosial secara komprehensif mungkin,
maksudnya adalah sifat perlindungnan sosial itu
dibutuhkan untuk menanggulangi resiko dalam hal
kemungkinan yang menimbulkan kebutuhan.
Sangat mungkin untuk peraturan formal perlin-
dungan sosial menutupi minoritas istimewa. Menurut
Ferrera, ciri sistem perlindungan sosial di Eropa
Selatan sebagai polarisasi dengan pasti dualisme
tajam membedakan orang-orang yang hanya sege-
lintir orang terbaik untuk dilindungi dibandingkan
dengan kebanyakan para buruh yang ada. Ini dise-
but kurangnya kesetaraan perlindungan terhadap
orang lain.

Jika perlindungan sosial dipandang dari sisi jasa di
banyak negara yang tidak universal. System Bis-
marck dengan ketentuan yang berlaku di Jerman
dfdasarkan yang pada resiko yang di umpulkan
hanya untuk orang-orang di bawah pendapatan
yang telah ditentukan oleh pemerintah. Pekerja
yang berpenghasilan lebih tinggi yang seharusnya
dapat membuat peraturan yang lebih tinggi juga da
lam hal tarif untuk pembayaran iuran.

Alasan dasar untuk perlindungan sosial tidak scmua
orang tercakup dalam atu sistem yang sama, tetapi
bahwa setiap orang perlu dilindungi terhadap even-
tualitas. Hal inidapat dicapai berbagai cara dan ada
argument untuk fleksibilitas. Perlu dicatat bahwa nilai
dari sistem perlindungan sosial di Jerman masih
kurang lengkap, tetapi saling melengkapi strategi
yang dapat diadopsi oleh- negara lain untuk mengem-
bangkan sistem perlindungan sosial.

Dalam upaya memberikan perlindungan sosial bagi
tenaga kerja beserta keluarganya, banyak usaha
yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, salah
satunya adalah dengan mengeluarkan undang-un-
dang. Seperti ketenagakerjaan diatur dalam Un-
dang-Undang No. 13 Tahun 2003 yang bertujuan
untuk memberdayakan dan mendayagunakan tena-
ga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujud-
kan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan
tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pem-
bangunan nasional dan daerah, memberikan
perlindugan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan
kesejahteraan, dan meningkatkan ker:sejahteraan
tenaga kerja dan keluarganya.

Dalam hal perlindungan tenaga kerja djatur dalam
Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jamman
Sosial Tenaga Kerja Kedua undang-undang terse-
but di atas adalah undang-undang yang melindungi
hak-hak tenaga kerja. Naimun, tidak bisa diterapkan
dengan baik. Hal ini dikarenakan lemahnya penga-
wasan dan penegakan hukum.

Program Jamsostek merupakan kebutuhan masya-
rakat yang mendasar, karena menyangkut kelang-
sungan hidup baik bagi pekerja maupun keluarga-
nya. Namun demikian diakui bahwa Jamsostek,
saat ini memerlukan kebutuharn yang memperoleh
proritas bagi masyarakat, namun pelaksanaannya
masih kurang betjalan seperti yang diharapkan.

Pada hakikatnya Program Jamsostek memberikan
kepastian berlangsungnya arus penerimaan peng-
hasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau
keseluruhan penghasilan yang berkurang, disam-
ping sebagai pelayanan akibat peristiwa yang di-
alami oleh pekerja dengan demikian para pekerja
akan merasa lebih tenang dalam bekerja menjalan-
kan aktivitasnya sehari-hari.

Dengan ketenangan yang diberikan kepada tenaga
kerja, maka pekerjaan yang dilakukan akan sempuma
dan rnenguntungkan pengusaha. Jika pengusaha diun-
tungkan maka dengan demikian negara juga diun
tungkan. Hal ini semata adalah untuk membangun
ekonomi melalui penerapan hukum yang baik.
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Hukum dengan demtkian, memiliki peran yang sa-
ngat penting dalam pembangunan ekonomi, khu-
susnya dunia usaha. Rajagukguk (2003) menyatakan
bahwa faktor utama bagi hukum untuk dapat
berperan dalam pembangunan ekonomi adalah
apakah hukum itu mampu rnenciptakan stability,
predictability dan fairness. Dua hal yang pertama ada-
lah prasyarat bagi sistem ekonomi apa saja untuk
berfungsi. Termasuk dalam fungsi stabititas adalah
potensi hukum untuk menyeimbangkan dan meng-
akomodasi kepentingan-kepentingan yang saling
bersaing. Kebutuhan hukum untuk meramalkan
(predictability) akibat dari suatu langkah-langkah yang
telah diambil khususnya penting bagi Negara yang
sebagian rakyatnya untuk pertarna kali rnemasuki
hubungan-hubungan ekonomi melampaui lingkung-
an sosial yang tradisional. Aspek keadilan (fairness)
seperti perlakuan yang sama dan standar pola
tingkah laku pemerintah adalah perlu untuk menjaga
mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang
berlebihan.

Dunia usaha dengan demikian angat membu-
tuhkan kepastian hukum. Sudikno Mertokusumo
(1988) menyatakan bahwa masyarakat sangat meng-
harapkan adanya kepas tian hukum, karena dengan
adanya kepastian hukum bertujuan untuk ketertib-
an masyarakat. Tanpa kepastian hukum orang tidak
tahu apa yang diperbuatnya, sehingga menimbul-
kan keresahan. Tetapi jika menitikberatkan pada
kepastian hukum, dan ketat menaati peraturan hukum
yang ada, maka akibatnya akan kaku serta akan
menimbulkan rasa tidak adil.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum norma-
tive dengan menggunakan pendekatan juridis nor-
mative. Dengan demikian, objek penelitian adalah
norma hukum yang terwujud dalam kaidah-kaidah
hukum. dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah, da-
lam jumlah peraturan perundang-undang dan kebi-
jakan yang terkait secara langsung dengan jaminan
sosiai tenaga kerja.

Menurut Nurwidiatmo (2010), penelitian hukum
normatif yang ditujukan untuk menganalisis kai-
dah-kaidah hukum dalam peraturnn hukum positif
(perundang-undangan) atau disebut dengan pende-
katan undang-undang (statute approach) yang terkait
dengan Fungsi dan Peran Program Jaminan Sosial
Tenaga Kerja di Kota Administrasi DK Jakarta.

Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif yang di-
tujukan untuk menggambarkan secara tepat, akurat,
dan sistematis gejala-gejala hukum terkait dengan
peranan hukum dalam pembangunan perekonomian da-

lam studi terhadap Fungsi dan Peran Program
Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Kota Administrasi
DKI Jakarta.

Dalarn penelitian jenis data dapat dibedakan menja-
di data primer yaitu data yang diperoleh langsung
dari sumber pertama, dan data sekunder antara lain
mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku,
&hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.
(Amirudin & Asikin, 2008).

Teknik pengumpulan data sekunder pada pene-
litian ini dilakukan dengan studi keperpustakaan
(library research) dengan instrumen pengumpulan
data berupa studi dokumen. Seluruh bahan hukum
dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi
kepustakaan dan studi dokumen dari berbagai
sumber yang dipandang relevan dengan fungsi
dan peran Program Jamsostek melindungi tenaga
kerja.

Pengolahan dan analisis data pada dasarnya ter-
gant.ung pada jenis datanya, bagi penelitian hukum
norrnatif yang hanya mengenal data sekunder saja,
yang terdiri dari: bahan hukum primer; bahan hukum
sekunder; dan bahan hukum tersier, maka dalam men
golah dan ruenganalisis bahan hukum tersebut, tidak
bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang
dikenal dalam ilmu hukum. (Amirudin dan Asikin,
2010).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

KEDUDUKAN PPNS DALAM PENYE-
LENGGARAAN JAMSOSTEK

Salah satu unsur yang harus ikut berperan di da-
lam memberikan perlindungan dan peningkatan
esejahteraan tenaga kerja adalah unsur pengawas
ketenagakerjaan. Sebagai penegak hukum di bi-
dang ketenagakerjaan, unsur pengawasan ini harus
bertindak sebagai pendeteksian dini di lapangan.
Dengan sendirinya diharapkan bias lebih peka dan
cepat tanggap dalam menghadapi segala permasa-
lahan yang timbul.

Pegawai pengawas ketenagakerjaan mempunyai
tugas dan fungsi untuk mengawasi pelaksanaan
seinua peraturan perundangan di bidang ketenaga-
kerjaan, termasuk memberikan pembinaan, baik
kepada pimpinan perusahaan maupun kepada tenaga
kerja, agar peraturan perundangan bisa dilaksanakan
dengan baik. Pegawai pengawas ketenagakerjaan
dapat diberi kewenangan khusus sebagai, penyidik
pegawai sipil sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
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Penyelenggaraan progam JAMSOSTEK dilakukan
berdasarkan undang-undang dan peraturan pela-
sakanaannya, merupakan salah satu peraturan per-
undang yang pengawasannya dilakukan oleh Pega-
wai pengawas Ketenagakerjaan, dan penyidikannya
oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Ketentuan yang berada di Wilayah DKI Jakarta, da-
pat terlihat adalah hanyalah koordinasj dengan in-
stansi terkait (baik PT. JAMSOSTEK (persero) atau
dengan instansi dalam birokrasi sendiri), di sam-
ping juga pendanaan yang hanya mengandalkan
PT.JAMSOSTEK (Persero), di mana dalam kegiatan
tingkat Propinsi yang telah disepakati oleh Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi deng.an PT. JAM-
SOSTEK Kantor Wilayah 11l DKI Jakarta, namun
hal ini harus dilaporkan kepada tingkat pusat PT
JAMSOSTEK (Persero), sehingga menimbulkan ke-
lambanan koordinasi dalam birokrasi.

Berbicara kondisi Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS) di Wilayah OKI Jakarta sendiri, terbuktl
sangat kurang memadai dari jumlah sumber daya
manusia (SDM), di mana dalam konteks Ibu Kota
merupakan suatu pertumbuhan yang sangat pesat
dalam hal jasa dan industri, tentu memerlukan sum-
ber daya manusia yang memadai, dengan jenjang
pendidikan keahlian yang juga patut diperhatikan.

Suatu prinsip dalam hukum pidana, adalah peram-
pasan kebebasan seseorang sama artinya melanggar
dalam peraturan yang lebih rendah dari undang-
undang, hal ini sangat bertentangan dengan Un-
dang-Undang Dasar 1945 serta sistem hukum
yang berlaku.

Sehingga, terlihat Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS) selaku penegak hukum dalam pelaksanaan
Undang-Undang JAMSOSTEK, mempunyai peran-
an yang sangat strategis dalam pengawasan terha-
dap pengusaha dan/atau perusahaan yang terdapat
dalam vyuridiksinya, di mana wewenang tersebut
penuh ada padanya, walaupun terdapat kejanggalan
pada saat pelaksanaan pengawasan, namun situasi
semacam itu, pimpinan mempunyai pengaruh yang
sangat kuat, karena tolok ukurnya adalah mencapai
tujuan sebagaimana ditetapkan oleh pembentuk
hukum, yang biasanya terumuskan dalam bentuk
tertulis.

Peranan aktual Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan
selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil selaku pene-
gak hukum berorientasi pada tujuan semata-mata,
yang tidak mustahil beralih ke orientasi terhadap
penyelesaian administratif belaka.

Salah satu unsur yang harus ikut berperan di dalam
memberikan perlindungan dan meningkatkan kese-
jahteraan tenaga kerja adalah unsur pengawas kete-
nagakerjaan. Sebagai penegak hukum bidang kete-
gakerjaan, unsur pengawasan ini harus bertindak
sebagai pendeteksian dini di lapangan. Dengan scn-
dirinya diharapkan bisa lebih peka dan cepat tang-
gap dalam menghadapi segala permasalahan yang
timbul.

Pegawai Pengawas ketenagakerjaan mempunyai
tugas dan fungsi untuk mengawasi pelaksanaan se-
mua peraturan, baik kepada pimpinan perusahaan
maupun kepada tenaga kerja, agar peraturan per-
undangan bisa dilaksanakan dengan baik. Pegawai
pengawas ketenagakerjaan dapat diberi kewenang-
an khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil se-
suai peraturan perudang-undangan yang berlaku.

Penyelenggaraan progam JAMSOSTEK dilakukan
berdasarkan undang-und.ang dan peraturan pelak-
sanaannya, merupakan salah satu peratuxan per-
undangan yang pengawasannya dilakukan oleh
Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, dan penyidik-
annya dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri
Sipil (PPNS) ditegaskan dalam Pasal 31 Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1992, yang berbunyi:

"selain penyidik penjabat Polisi Negara Repubiik
Indonesia, juga kepada penjabat Pegawai Negeri
Sipil tertentu di Departemen yang tugas dan tang-
gung jawabnya meliputi ketenagakerjaan, diberi
wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1981, tentang Hukum Acara Pidana, untuk melaku-
kan penyidikkan tindak pidana sebagaimana diatur
dalam undang-undang ini*

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
berwcnang:

1. Melakukan penelitian atas kebenaran laporan
keterangan berkenaan dengan tindak pidana di -
bidang Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

2. Melakukan penelitian terhadap orang atau ba-
dan yang diduga melakukan tindak pidana di
bidang Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

3. Meminta keterangan dan barang bukti dari
orang atau badan sehubungan dengan peristiwa
tindak pidana di bidang Jaminan Sosial Tenaga
Kerja;

4. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu
yang diduga terdapat barang bukti dan mela-
kukan penyitaan terhadap barang yang dapat
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dijadikan barang bukti dalam perkara tindak pi-
dana di bidang Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

5. Mclakukan tindakan pcrtama pada saat di tem-
pat kejadian sehubungan dengan tindak pidana
di bidang Jarninan Sosial Tenaga Kerja.

Undang-Undang Republik Indonesia Nornor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana, dalam Bab 1
Ketentuan | mum Pasal 1 Angka 1, menyatakan:

"penyidik adalah penjabat polisi Negara republik Indo-
nesia atau penjabat pegaiuai negeri sipil tertenlu yang
diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk
melakukan penyidikan"

Dan Pasal 6 ayat (1) b. Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana, menyatakan :

"pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi
wewenang khusus oleh Undang-Undang"

Dalam Undang-U ndang Nomor 3 Tahun 1992 ten-
tang JAMSOSTEK, mewajibkan bagi pengusaha
dan tenaga kerja ikut serta dalam program
JAMSOSTEK. Peraturnn Pemerintah Nomor 14
Tahun 1993 secara tegas menyebutkan bahwa
pcngusaha yang mempekerjakan tenaga Kkcrja
sebanyak 10 (sepuluh) orang atau lebih, atau
membayar upah paling sedikit Rp. 1.000.000," (satu
juta) sebulan, wajib mengikutsertakan tenaga
kerjanya dalam program JAMSOSTEK (Pasal 2 ayat
3).

Berangkat dari perangkat hukum yang ada khusus-
nya bidang JAMSOSTEK, maka penegakan hukum
ada pada kewenangan dari instansi terkait yaitu
Dinas Tenaga Kcrja dan Transmigrasi. Untuk DKI
Jakarta, berada pada Dinas Tenaga Kerja dan Trans-
migrasi Provinsi OKI Jakarta, yang membawahi
lima wilayah DKI Jakarta.

Faktanya, dalam hal pengawasan terhadap pelaksa-
naan dari Program JAMSOSTEK di wilayah DKI Ja-
karta, untuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1992, personil dan/atau sumber
daya manusia yang ada di DKI untuk Penyidik Pe-
gawai Negeri Sipil (PPNS), hanya berjumlah 9 (Sem-
bilan) orang personil dengan tingkat kemajuan per-
usahaan yang tinggi, bagaimana penegakan hukum
atau pengawasan dapat dijalankan.

Di daJam melaksanakan peranan yang aktual, pene-
gak hukum sebaiknya mampu "mulut sarira™ atau
"mawas diri", hal mana tampak pada perilakunya
yang merupakan pelaksanaan peranan aktualnya.

Agar mampu mawas diri penegak hukum harus
berikhtiar untuk hidup:

L Sabenere (logis), yaitu dapat membuktikan apa
atau mana yang benar dan yang salah;

2. Samestine (etis), yaitu bersikap tidak maton atau
berpatokan dan tidak waton ialah asal saja se-
hingga sembrono atau ngawur, urana waton itu
ialah:

a. sabutuhe, yang maksudnya tidak serakah;

b. sacukupe, yaitu mampu tidak kekurangan
tetapi juga tidak serba kelebihan;

c. saperlune, artinya lugu, lugas tidak bertele-
-tcle tanpa ujung pangkal.

3. Sakepenake (estetis} yang harus diartikan, mcn-
cari yang enak tanpa menyebabkan tidak enak
pribadi lain.

Memang di dalam kenyataannnya sangat sulit un-
tuk menerapkan hal-hal tersebut, karena sedikit
banyaknya, penegak hukum juga dipengaruhi oleh
hal-hal lain, seperti misalnya, interest group dan juga
public opinion yang mungkin mempunyai dampak
negatif atau positif.

HAMBATAN KELEMBAGAAN

Salah satunya dari banyak kendala dalam sistem
jaminan sosial di Indonesia adalah kasus penca-
nangan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
SJSN sebenarnya sangat positif, karena akan
dapal dinikmati semua lapisan masyarakat, bukan
untuk pekerja/buruh di sektor formal. Pekerja
/buruh informal, bahkan pengangguran sekatipun
bisa menikmatinya. Namun, aturan dan adminis-
trasi badan yang mengelola program tersebut
masih belum jclas (Sitorus, 2011).

Jika pelaksanaan SJS berpedoman pada sistem
yang ditcrapkan di beberapa ncgara lain, seperti
Thailand, pemerintah harus menyediakan dana
yang besar, Di Thailand, untuk jaminan sosial ma-
syarakat miskin, seperti petani dan pengangguran,
iurannya disubsidi oleh pemerintah. Adapun di
Indonesia, iuran jaminan sosial untuk Pegawai
egeri Sipil saja tidak disubsidi pemerintah. Hal ini
bcrbeda dengan pegawai swasta, dimana tang-
gungan perusahaan untuk JAMSOSTEK justru
lebih besar {Sitorus, 2011).

Mengenai perlunya perubahan status PT Jamsostek
(Pcrsero) menjadi badan dan bukan persero lagi.
Langkah ini dilakukan untuk menghindari kewajib-
an PT. Jamsostek {Pcrsero) sebagai BUMN menye -
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rahkan deviden kepada pemerintah, sehingga dan itu
bisa digunakan untuk kesejahteraan kaum-kaum pe -
kerja/buruh. Jika Undang-Und ang No.3 Tahun1992
tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja telah diubah
maka jaminan sosial ini akan dikelola oleh Tripartit.

Langkah ini cocok dengan praktik yang dilakukan di
banyak negara lain. Di negara-negara tersebut,

lembaga yang seperti JAMSOSTEK bukanlah

berbentuk persero, tetapi berupa badan yang dikelo-
la oleh wakil pekerja/buruh dan pengusaha.

Pihak PT. Jamsostek (Persero) sebenarnya sudah
lama akan melakukan beberapa langkah ke arah
sana. Misalnya, tidak semua deviden diserahkan ke
pemerintah, na mun dikembalikan kepada kaum
pekerja/buruh, dalam bentuk kredit pemilikan ru-
mah; bahlan untuk korban PHK; bantuan koperasi
karyawan; dan bantuan poliklinik karyawan.

HAMBATAN SUMBER DAYA MANU-
SIA

PENGARUH BIROKRASI TIDAK SATU
PINTU PADA SAAT PENGAJUAN KLAIM

Kelemahan dari Jamsostek (Persero) ditinjau dari
segi Sumber Daya Manusia-nya maka akan ditemui
jumlah Account Officer dengan jumlah perusahaan
maupun cakupan wilayah kerja tidak sebanding, se-
hingga menimbulkan adanya area kosong dan atau
perusahaan peserta dan belum peserta yang kurang
mendapat pembinaan, sehingga banyak informasi
tentang program jamsostek yang tidak diketahui
oleh perusahaan.

Sutedi (2009) menekankan bahwa para pekerja/buruh
juga sering mengeluhkan besarnya hambatan biro-
krasi yang dihadapi apabila mereka mengajukan
klaim ke PT. Jamsostek (Persero). Hanya Program
Jaminan Kesehatan saja yang dianggap relatif dari
masal te sebu t. Kar na faktor-faktor tersebut, sebagian
besar  pekerja/buruh  yang mengikuti  Program

JAMSOSTEK menganggap  pungutan JAM
SOSTEK sebagai suatu pajak, bukanl ah jaminan
sosial untuk mereka, karena ketidakpercayaan
pekerja/buruh ini, terdapat kecenderun gan bagi p
kerja /buruh untuk mangambil p nsiun dini, seperti
yang tetjadi pada saat krisis ekonomi me- lan da
Indonesia mulai tabun 1997. sehingga kem
ungkinan dapat mempengarui kemampuan PT. Jam
sostek (Persero) untuk membayar klaim para pen
iunan di masadepan.

Penilaian atas tata kelola Program JAMSOSTEK
juga menunjukan adanya hal-hal ya ng p erlu dipe r-
baiki da am pemgaturan dan pengelolaan pro gram

ini. Misalnya, biaya administrasi PT. Jamsostek
(Pers ero), jauh lebih tinggi daripada biaya adrninis-
trasi perusahaan jaminan sosial di ASEAN lainnya.
Sebagai contoh, di Malaysia hanya 2% d an di Singa-
pura hanya 0,5%. Juga ti d ak ada laporan keuangan
atau laporan kinerja ,. Jamsostek (Persero) yang
disedialcan untuk clan d apat diakses oleh para pe-
sertaProgram JAMSOSTEK dan masyarakat umum.
Kurangnya trans paran i dapat menyebabkan peng -
gunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan pro-
gram ini sendiri

Hal-hal seperti ini dapat menyebabkan lunturnya
kepercayaan masyarakat terhadap PT. Jamsostek (P
rsero) sebagai penyelenggara JAMSOSTEK di [ndon
esia. Secara objektif akan sangat sulit untuk
menjadikan Program JAMSOSTEK sebagai meka-
nisme utama bagi sistem perlindun gan sosial apabi-
la pengelolannya masih tetap seperti sekarang

Pertama, jumlah angkatan kerja Indonesia sangat besar,
akan sangat sulit bagi pem sahaan manapun untuk
mencapai dan mengelola jumlah nasabah se- besar ttu.
Selain itu.kinerja PT. Jamsostek (Pe:rsero) d alam
bentuk deposito merupa.kan hal yang umum. pada dana
pensiun lainn ya di Indonesia, baik yang diadakan oleh
pemerintah maupun sector swasta memerlukan banyak
perbaikan. Oleh karena itu, sist-em monopoli dalam
pelaksan aan Program JAM- OSTEK seperti yang masih.
berlaku hingga kini perlu dihapuskan karena sistem ju
stru merupakan factor penghambat bagi pengembangan
sistem JAMSOSTEK dan sistem perundungan sosial yang
ingin dikembangkan.

Kedua, sebagian besar tenaga kerja Indonesia ber-
gerak di sektor informal, yaitu sekitar dua pertiga
bagian dari total pekenfa/buruh. Walaupun perkem
bangan perekonomian semakin lama akan semakin
memperkecil peranan sektor inform.al., tetap hal ini
hanya akan tercapai dalam jangka waktu yang sa-ngat
panjang. Oleh karena itu, perlu dikembangkan

skerna- skema baru. JAMSOSTEK yang sesuai peker-
ja/buruh di sektor informal.

HAMBATAN EKSTERNAL RENDAHNYA PENGETAHUAN
MASYARAKAT TENTANG JAMSOSTEK

Hal yang lain perlu diwaspadai adalath adanya tu-
dingan dari sejumlah kalangan yang salah kapr-ah,
bahwa PT. Jamsostek (Persero) seolah -olah " memo-
nopoli™ jarninan sosial untuk pekerja/buruh Indone -
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sila . Sebaga i konsekuensinya, mereka mengusulkan
agar perusahaan-perusahaan swasta juga diperbo-
lehkan untuk menjalankan program jaminan sosial
bagi tenaga kerja Indonesia tersebut _Usulan mi adalah
contoh dari sernangat liberalisasi yang salah arah
(Sutedi, 2009).

Jika tuntutan tersebut dilaksanakan, nasib para
pekerja/buruh Indonesia belum tentu menjadi lebih
baik, tetapi justru bisa terancam. Misalnya,
perusahaan swasta itu bisa untung, tetapi juga bisa
bangkrut. Jika kondisi buruk itu terjadi, siapa yang
akan menjamin kem balinya uang pekerja/buruh. Te
tu, perusahaan swasta tcrsebut gagal memberikan
jaminan sosial bagi pekerja/buruh dan akan
cenderung lepas tangan. Akhirnya, persoalannya
lagi-lagi akan dilempar ke Pemerintah atau DPR dan
menimbulkan keresahan di kalangan pekerja/buruh.

Sebaliknya, lewat PT. Jamsostek (Persero) atau ba-
dan yang akan dibentuk nanti, pemerintah dapat
menjamin hak-hak ka.um pekerja/buruh tersebut.
Jika yang dipersoalkan adalah pelayanan yang ku-
rang baik atau belum optimal, pihak PT. Jamsos t k
(Persero) tetuntunya tidak menutup diri dan ber-
besar hati menerima kritik. PT. Jamsostek (Persero)
dapat melaku ka n pembenahan, serta meningkatk.an
kinerja dan profesionalime para petugasnya.

KESADARAN PENGUSAHA TERHADAP
KEBUTUHAN TENAGA KERJA

Sementara masih banyak perusahaan belum me-
laksanakan Program JAMSOSTEK, tenaga kerja
yang bekerja di sektor informal hubungan kerja,
mulai digarap untuk menjadi peserta Program
JAMSOSTEK berdasarkan Undang-Undang No. 40
Tahun 2004 tentang Sistem Ja minan Sosial asional
(SJSN) dengan peraturan pelaksanaannya, telah ke-
lu ar Peraturan Menteri Tenaga: Kerja dan Transmi-
grasi No. PER-24/MEN/2006 tentang fedoman Pe-
nyelenggaraan Program JAMSOSTEK bagi Tenaga
Kerja yang Melakukan Pekerjaan di Luar Hubungan
Kerja, yang jumiahnya sangat besar dan m emerlu-
kan perlindungan sosial. (social security).
Sebagairnana disebutkan di atas, bahwa kepesertaan
Program JAMSOSTEK bagi pekerja/buruh bersifat
wajib dan bahkan meru pakan hak, yaitu terdiri atas
JKK, JK, JHT, dan JPK Secara jelas dan te rinci
pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerin-
tah No. 14 Tahun 1993, Keputusan Presiden No. 22
Tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul karena
Hubungan Kerja dan Peraturan Menteri Tenaga
etja dan Transmigrasi No. PER-12/ME /IV/2007
tentang Petunjuk Teknjk Pendaftaran Kepesertaan
Pembayaran luran, Pernbayaran Santunan, dan Pe-

Layanan Jaminan Sosial Tenaga Ketj.a. Pembayaran
iuran JAMSOSTEK wajib dibayar oleh pengusaha dan
pekerja/buruh. luran  yang ditanggung pengusaha
adalah iuran JKK, JK, dan JPK sedangkan iuran JHT
ditanggung bersama oleh pengusaha dan pekerja/buruh.
Besa rnya iuran JKK terdiri atas tarif.

sesuai dengan tingkat resiko kecelakaan dengan
persentase dari 0 24%- 1,74% dari upah sebulan;
iuran JK sebesar 0,3% dari upah; luran JPK 3% dari
upah bagi. Pekerja/buruh Lajang dan 6% dari upah
bagi pekerja/buruh yang berkeluarga (seluruhnya
ditanggung pengusaha). Sedangkan untuik iuran
JHT sebesar 5,7% yang ditan gg ung bersa:ma, yaitu
3,7% oleh pengusaha dan 2% oleh pekerja/buruh.

Tata cara pembayaran iu ran dilakukan oleh peng-
usaha dengan rnemungut iuran yang menjadi ke-
wajiban pekerja/buruh  melalui pemotongan upah
pekerja/buruh  kemudian membayarkan kepada
Badan Penyelenggaraan JAMSOSTEK dalarn waktu
yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang te-
lah diatur. Dalam hal ini, pengusaha wajib merniliki
daftar pekerja/buruh beserta keluarganya, daftar upah
beserta perubahannya dan daftar kecelkaan kerja di
perusahaan. Selain itu, pengusaha jug a wajib rnen yam
paikan data ketenagakerjaan perusahaan  sesuai
dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang
Wajib Lapor Ketenaga kerjaan ke Instansi Ketenaga
kerjaan yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
setempat yang digunakan sebagai bukti kepesertaan
perusahaan dan  pekerja/buruh  dalam  pekerja
JAMSOSTEK

Melihat Program JAMSOSTEK belum berjalan seba-
gaimana mestinya, hal ini dapat dilihat dari masih
banyaknya tuntutan dan protes yang datang dari ka-
langan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB),
LSM, DPR/D, dan masyarakat yang dialamatkan
kepada pengusaha dan PT. Jamsostek (Persero)
maupun Instansi ketenagakerjaan dan secara luas
beritanya disiarkan oleh surat kabar dan media
elektronik, baik nasional maupun daerah. Namun,
tampaknya belum juga ada perubahan yang

signifikan.
Tabel 3
Total Peserta Program JAMSOSTEK
Jenis Aktif Non-aktif Jumlah
Perusahaan 133.580 91.312 224.892
Izpjiga 9.225.679| 22191 573| 31.416.652

Sumber : PT. Jamsostek {Persero) last upda te Desember 2010

Dari Tabel 3 di atas menunju kan bahwa perusah aan
yang tidak aktif'dalam Program JAMSOSTEK ham-
pir % dari jumlah peserta perusahaan. Dilihat dari
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tenaga kerjanya dengan jumlah peserta 9.225.679
yang tidak aktif dalam Program JAMSOSTEK ada-
lah 22.191.573, menujukan bahwa peserta tenaga
kerja yang tidak aktif sebanyak %. pekerja dari jum-
]ah peserta tenaga ke rja.

Melihat data diatas temyata tingkat kepesertaan
Program JAMSOSTEK masih sangat rendah. Belum
lagi faktor adanya pelanggaran pelaksanaan pro-
gram yaitu masih dijumpai Perusahaan Daftar Se-
bagian Upah (PDS Upah), artinya perusahaan tidak
melaporkan upah yang sebenamya (upah pokok +
tunjangan tetap) dari seluruh pekerja/buruh, tetapi
yang dilaporkan hanya sebatas UMP/UMK atau
upah pokok saja. Demikian juga jumlah pekerja/Bu-
ruh yang didaftarkan hanya sebacian saja (PDS TK),
.artinya Tidak semua didaftarkan. Misalnya,
jumlah pekerja 500 orang yang didaftarkanhanya
250 orang saja da juga hanya mendaftar sebagian
program dari empat program (PDS rogram) dan
perusahaan yang masih menunggak iuran.

Selain itu, pemsahaan dizinkan untuk mensubstitusi
jaminan kesehatan JAMSOSTEK dengan program
asuransi kesehatan swasta yang dipilih oleh perusa-
haan sendiri apabila benefit program asuransi ter-
sebut lebih besar daripada benefit yang ctiberikan
oleh Program JAMSOSTEK. Akibatnya, sebagian
besar perusah.aan memilih untuk tidtl mengikuti
Program Jaminan kesehatan . Jamsostek (Persero),.
yang menyebabkan semakm terbata nya jumlah benefit
yang ditawarkan oleh Program Jaminan Kesehatan
JAMSOSTEK

Dalam hal ini, yang perlu- diperhatikan adalah kebe-

naran data upah yang di laporkan oleh perusahaan
kepada PT.Jamsostek (Persero), karena upah sangat
berpengaruh terhadap kemanfaatan dan hak peker-
ja/bunlh yang akurat, tetapi pekerja/buruh justru
menyalahkan PT. Jamsostek (Persero); karena di-
anggap menyunat” jamin an yang menjadi haknya.
Hal semacam ini pernah terjadi.

Kalau melihat ecenderungan yang ad a, perkem-
bangan PT. Jamsostek (Persero) dalam perannya
unluk melindungi dan meningkatkan kesejahtera-
an pekerja, di kalangan para pekerja/b ur uh sendiri,
tentang hak-hakn ya dan pentingnya Program JAM-
SOSTEK bagi mereka.

PROGRAM JAMSOSTEK SEBAGAI BEBAN
PENGUSAHA

Program JAMSOSTEK merupakan program pe-
merintah yang badan penyelenggaranya ditunjuk
PT. Jamsotek (Persero) dalam rangka pelaksanaan
pengalihan resiko yang terjadi perusahaan yang
memp letjakan tenaga. kerjanya.

Perusahaan dengan mengikutsertakan tenaga kerja-
nya dalam program JAMSOSTEK merasakan bah-
wa pembayaran iuran sebagai kewajiban pengusaha
menjadikan suatu beban, padahal kewajiban terse-
but lanp diikutsertakan dalam program JAMSOS-
TEK perusahaan tetap mengeluarkan kewajiban
terhadap tenaga kerja untuk ke ejah raan tenaga
kerja. Seperti tenaga kerja mengali resiko kerja
pada saat bekerja perusahaan berkewajiban untuk
memberikan pelayanan dan bantuan serta perawat-
an, Dengan adanya badan penyelenggara PT.
Jamsostek (Persero) yang pola kerjanya lebih
profeisonal dan memenuhi standar sebagaimana
dalam perlindungan kerja pengusaha mestinya lebih
nyaman bahwa perlindungan resiko kerja sudah men
jadi tanggung jawab PT Jamsostek (Persero).

Pandangan pengusaha terhadap program JAM-
SOSTEK yang negatif, hal inilah yang perlu diubah
cara berfikirnya sehingga dengan rnengikutserta.-
kan tenaga kerja dalam program JAMSOST K bu-
kan menjadikan beban pengusaha tetapi sebaiknya
diubah menjadi kebutuhan perusahaan karena per-
usahaan ingin mendapatkan kinerja yang baik da-
lam produ k tivi tas dengan melindungi hak pekerja
sehingga tenaga kerja tidak lagi khawatir terhadap
resiko kerja yang dihadapi dalam melaksanakan tu-
gas pekerjaan demi kepentingan perusahaan.

Sehubungan dengan keterbatasan kemampuan te-
naga kerja di luar hubungan kerja dalam memba-
yar iuran maka Program JAMSOSTEK dilaksanakan
secant bertahap sesuai kebutuhan dan kernampuan

dari tenaga kerja bersangkutan. Adapun iuran Pro-
gram JAMSOSTEK ditetapkan berd asarkan nilai
nominal tertentu, yaitu sekurang-kurangnya se-
tara dengan upah minimum Provinsi/Kabupaten/
Kota setempat dengan batas usia peserta ditetapkan
maksimal 55 tahun. Diharapkan dengan keluarnya
kete 1tuan/pedoman tentang Program JAMSOSTEK
bagi tenaga kerja di luar hubungan kerja , dapat
segera ditind aklan juti oleh instansi ketenagakerjaan
bekerja sama dengan PT. Jamsostek (Persero) setem-
pat dengan melakukan sosialisasi dan mendorong
masyarakat untuk menjadi peserta.

PT. Jamsostek {Persero) atau badan yang akan diben-
tuk nanti, kiranya dapat menjamin hak-hak kaum
pekerja/buruh tersebut. jika yang dipersoalkan ada-
lab elayanan yang kurang baik atau belum opti-
mal, pihak PT. Jamsostek (Persero) tenrunya tidak
menutup diri dan bedasar hati menerima kritik PT.
Jamsostek (Persem) dapat melakukan pembenahan,
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serta meningkatkan kinerja dan
para petugasnya.

profesionalisme

PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PESERTA MASIH
RENDAH

Secara umum, tingkat kepuasan peserta Program
JAMSOSTEK dinilai rendah karena didorong oleh
beberapa hal. Pertama, tidak seperti program
jaminan sosial di banyak negara , Program
JAMSOSTEK tidak mendistribu ikan dana yang
diperolehn ya dari peserta yang lebih kaya peserta
yang lebih miskin. Disamping itu, Program
JAMSOSTEK juga tidak mernpunyai jaminan
minimum atas jumlah pensiun yang akan diperoleh
para peserta pada saat mereka pensiun. Kedua,
peserta JAMSOSTEK hanya akan menerima ju mlah
dana yang tel ah disetorkan kepada PT. Jam ostek
(Persero) ditambah dengan bunga tetap dan tidak
menerima bagian dari hasil investasi PT. Jamsostek
(Persero).

Hal diatas dikarenakan sistem JAM.SOSTEK me-
rupakan suatu sistem tabungan hari tua (provident
fund), serta bukan sebuah sistem asuransi sosial di-
mana merupakan tabungan hari tua, jaminan social
juga berf ungsi sebagai sistem redistribusi
pendapatan dar- golongan kaya ke golongan mis-
kin. Di negara-negara yang mempunyai sistem asu-
ransi so ial, fungsi redistribusi, jaminan minimum,
dan masuknya hasil investasi jaminan sosial sebagai
bagian dari paket pensiun diter ima pekerja/b ur uh
sering dipergunakan untuk insenti.f bagi pekerja/
buruh untuk mengikuti program jaminan sosial.

Tanpa adanya fungsi-fungsi tersebut, ketertarikan
pekerja/buruh dan perusahaan untuk mengikuti
program jaminan sosial sangat berkurang. Hal ini
dibuktikan dengan temuan yang menyebutkan bah-
wa hanya se itar 50% dari perusahaan yang dika-
tegorikan wajib mengikuti Program JAMSOSTEK
yang menyetor iuran ke PT Jamsostek (Persero).
Jumlah ini menunjukkan bahwa banyak pekerja/bu-
ruh dan perusahaan yang merasa bahwa Program
JAMSOSTEK tidak memba wa manfaat untuk mere-
ka, sehingga mereka tidak mau mengiku ti Program
JAMSOSTEK.

STANDAR RUMAH SAKIT SEBAGAI PRO-
VIDER BELUM MEMENUHI HARAPAN

Demikian juga halnya dengan pelayanan kesehatan
JPK tidak sedikit pekerja/buruh dan. keluarganya
yang mengeluh atas pelayanan rumah sakit/klinik
(provider PT. Jarnsostek (Persero), belum memenu-
hi harapan. Tidak jarang peserta JAMSOSTEK ha-
rus m nanggung sendiri obat ang dibutuhkan ser-
ta peraiwatan selama di rumabh ssakit. Oleh karena

itu, banyak perusahaan yang keluar dari Program
JAMSOSTEK dan pekerja/buruh terjamin dan akan
bekerja lebih produktif.

HAMBATAN INTERNAL

Adapun hambatan secara internal adalah bagaima-
na melakukan transformasi secara efektif di
perusahaan. Dan dalam kaitannya dengan
transformasi tersebut menuntut adanya perubah-
an. Salah satunya dengan cara keteladanan para pem
impin di semua level, sehingga dapat dicapai hasil
yang rnaksimal seperti apa yang diharapkan .

KESIMPULAN DAN SARAN
KESIMPULAN

Hasil penelitian dengan judul "Fungsi dan Peran
Program Jamsostek dalam Perlindungan Hukum
Tenaga Kerja", baik penelitian kepustakaan mau-
pun penelitian lapangan sebagaimana yang tetah
diuraikan pada bab-bab sebelumnya dapat disim-
pulkan bahwa :

1. Fungsi dan Peran Program JAMSOSTEK ter-
hadap perlindungan tenaga kerja masih belurn
maksimal dilakukan oleh badan penyelenggara
yaitu PT. Jamsostek (Persero) karna sinergi an-
tara pegawai pengawa ketenagakerjaan dan as-
sosiasi pengusaha serta aparat penegak hukum
belum memaknai secara utuh bahwa program
JAMSOSTEK adalah merupakan program ne-
gara yang wajib dilaksanakan secara bersama-
-sama.

2. Hambatan-hambatan yang dialami dalam pelak-
sanaan Program JAMSOSTEK vyaitu lemahnya
sistem pengawasan, peran pengawas keteraga-
kerjaan belum optimal, dukungan pemerintah
propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dan
pemerintah Kabupaten/Kota tidak maksimal se-
suai dengan tugas dan furgsinya, tingkat kesa -
daran dan kepedulian pengusaha masih rendah.

3. Upaya-upaya yang harus dilakukan untuk
mengatasi hambatan dan. mengoptimalkan fun
gsi dan peran Program JAMSOSTEK antara
lain pengawas Ketenagakerjaan dan aparat pe-
negak hukum agar memberikan tindakan tegas
terhadap pelanggaran program JAMSOSTEK,
Perlunya peneraipan komunikasi pemasaran se-
cara berkesinambungan.

SARAN
telah menyimpulkan riset ini maka dalam peneli-
tian ini mengusulkan saran-saran sebagai berikut :
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Disarankan kepada pihak PT. Jamsostek (Perse- bahwa program tersebut harus disukseskan se-
ro) dan Kementerian Tenaga Kerja dan Trans- cara nasional untuk memberikan perlindungan
migrasi perlu adanya dukungan kepada Ke- yang mendasar kepada tenaga kerja.

pala Daerah, walikota Bupati dan DPR untuk
membuat peraturan daerah tentang pengikatan
tenaga kerja dalam Program JAMSOSTEK yang
dapat dilaksanakan dengan lancar sesuai de-
ngan Undang-Undang No. 3 Tahin 1992 tentang
Jaminan Sosial Tenaga Kerja

3. Agar pelayanan dan perlindungan terhadap tenaga
kerja lebih baik maka sumbe.r daya manu- sia
(SDM) di lingkungan PT. Jamsostek (Persero)
Rasio dengan Potensi perusahaan harus seban-
ding

2. Perlunya sosialisasi Program JAMSOSTEK ke-
pada semua pihak agar dapat lebih memahami
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